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ABSTRAK

Kajian ini membahas kedudukan gaulu sahabi dalam ushul figh sebagai salah satu
sumber hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama. Qanlu sahabi merujuk pada
pendapat para sahabat Nabi Muhammad dalam menetapkan hukum terhadap
persoalan yang tidak memiliki nash yang tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka,
dengan mengkaji berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul figh.
Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga arus utama pandangan ulama terkait
ganln sababi. Pertama, kelompok yang menerima gauln sababi sebagai hujjah dengan
alasan keutamaan sahabat, kedekatan mereka dengan sumber wahyu, serta
kemungkinan adanya dasar sunnah yang tidak sampai kepada generasi berikutnya.
Kedua, kelompok yang menolak menjadikannya sebagai hujjah mutlak karena sahabat
tidak ma’shum dan pendapat mereka bersifat ijtihadi yang memungkinkan kesalahan.
Ketiga, pendekatan moderat (tafsil) yang menyatakan bahwa gaulu sahabi dapat
dijadikan hujjah apabila tidak terdapat perbedaan di antara sahabat, sehingga
mendekati ijma’, namun tidak mengikat jika terjadi khilaf. Selain itu, dalam perspektif
Syafr’iyah, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan bertaklid kepada
sahabat, yang pada dasarnya bergantung pada validitas dan kejelasan atribusi
pendapat tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan moderat merupakan
posisi yang paling proporsional karena mampu menjaga keseimbangan antara
penghormatan terhadap sahabat dan kebutuhan ijtthad kontemporer. Dengan
demikian, gaulu sahabi tetap relevan sebagai referensi metodologis dalam istinbath
hukum Islam secara kontekstual.
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PENDAHULUAN

Dalam khazanah ushul figh, para ulama menegaskan bahwa sumber hukum
Islam tidak berhenti pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dalil primer, tetapi juga
berkembang melalui perangkat ijtihadi seperti ijma’, qiyas, istihsan, dan maslahah
mursalah, yang berfungsi sebagai mekanisme metodologis untuk menjawab persoalan
baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Hal ini menunjukkan bahwa
syariat Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif tanpa kehilangan prinsip
dasarnya. Ulama besar seperti Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya
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Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul bahwa ijtihad merupakan upaya maksimal seorang
mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil syar’ ketika tidak terdapat ketentuan
yang jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga sumber-sumber ijtthadi menjadi
sangat penting sebagai pelengkap dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian,
keberadaan metode seperti giyas (analogi hukum), ijma’ (konsensus ulama), dan
istthsan (preferensi hukum demi kemaslahatan) mencerminkan keluasan syariat dalam
merespons perubahan zaman dan kompleksitas kehidupan manusia. Penjelasan ini
dapat dirujuk secara langsung dalam karya Al-Ghazali yang tersedia pada tautan
berikut: (Abu Hamid al-Ghazali, A~Mustashfa min U al-Ushul).!

Dalam perkembangan ilmu ushul figh, para ulama tidak selalu sepakat dalam
menetapkan kedudukan sumber-sumber hukum ijtihadi, sehingga melahirkan
beragam pandangan metodologis yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Salah
satu isu yang paling menonjol dalam perdebatan ini adalah qaulu sahabi, yaitu
pendapat para sahabat Nabi Muhammad # dalam menetapkan hukum ketika tidak
ditemukan nash yang tegas. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika intelektual
yang sehat dalam tradisi keilmuan Islam, di mana setiap mazhab memiliki pendekatan
tersendiri dalam menilai otoritas sahabat. Sebagian ulama menempatkan pendapat
sahabat scbagai hujjah yang kuat karena kedekatan mereka dengan Nabi &8 dan
pemahaman langsung terhadap konteks turunnya wahyu, sementara yang lain
memandangnya sebagai ijtthad manusia yang tidak bersifat mengikat._ Ulama ushul

terkemuka seperti Al-Amidi dalam karyanva A/~lbkaw fi Ushul al-Abhkam menjelaskan
bahwa perbedaan ini berakar pada pertanyaan mendasar tentang apakah pendapat
sahabat memiliki kekuatan dalil syar’i atau hanya sebatas opini ijtihadi yang bisa

diterima atau ditolak. Dengan demikian, perdebatan mengenai qaulu sahabi bukan
sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari diskursus besar tentang otoritas,
validitas dalil, dan metode istinbath hukum dalam Islam.”

Qaulu sahabi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian ushul figh
karena para sahabat merupakan generasi yang hidup langsung bersama Nabi
Muhammad #B, menyaksikan proses turunnya wahyu, serta memahami secara
langsung sebab-sebab (asbab al-nuzul) dan konteks penerapan syariat dalam
kehidupan nyata. Kedekatan ini menjadikan mereka memiliki keunggulan
epistemologis dibanding generasi setelahnya, baik dalam memahami lafaz nash
maupun dalam menangkap tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah). Selain itu, para
sahabat juga dididik langsung oleh Nabi & sehingga cara berpikir dan metode
istinbath mereka sangat dipengaruhi oleh bimbingan beliau. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika banyak ulama memberikan otoritas khusus terhadap pendapat

U Mugaddimab 1bn al-Shalah fi ‘Ulum al-Hadits karya Ibnu al-Shalah (w. 643 H), Dar al-Fikr, Beirut, him.
23-25; kemudian dalam A/-T/al al-Kabir karya Imam al-Tirmidzi (209-279 H), Dar Thya’ al-Turats al-
‘Arabi, Beirut, juz 1, hlm. 15-18; serta dalam artikel “Metodologi Ijtthad dalam Penetapan Hukum
Islam Kontemporer” oleh Yusuf al-Qaradawi (1926-2022), Jurnal Studi Islam, Kairo, 2005, hlm. 45—
48.

2 Rujukan langsung terkait pembahasan qaulu sahabi dapat ditemukan dalam A~Ibkam fi Ushul al-
Abfkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, Beirut, juz 4, hlm. 154-156;
kemudian dalam Mugaddimah Ibn al-Shalab fi ‘Ulnm al-Hadits karya Ibnu al-Shalah (w. 643 H), Dar al-
Fikr, Beirut, hlm. 23-25; serta dalam A/ T/al al-Kabir karya Imam al-Tirmidzi (209-279 H), Dar Thya’
al-Turats al-‘Arabi, Beirut, juz 1, hlm. 15-18.
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mereka. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah dalam karyanya Majmu’ al-Fatawa,
bahwa pemahaman sahabat terhadap nash lebih kuat dan lebih layak diutamakan
karena mereka mengetahui maksud syariat secara lebih mendalam, baik dari sisi
bahasa, konteks, maupun praktik langsung. Dengan demikian, qaulu sahabi tidak
sekadar pendapat biasa, tetapi merupakan refleksi dari pemahaman generasi terbaik
Islam yang memiliki kedekatan langsung dengan sumber wahyu, sehingga sering
dijadikan rujukan penting dalam proses istinbath hukum Islam.’

Para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu tokoh
utama dalam bidang figh di kalangan sahabat yang memiliki kedalaman ilmu luar
biasa, khususnya dalam memahami Al-Qur’an dan penerapan hukum-hukumnya. Ia
termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam dan selalu mendampingi Nabi
Muhammad #8, sehingea memiliki akses langsung terhadap penjelasan-penjelasan
Nabi terkait ayat-ayat hukum. Kedalaman ilmunya tercermin dari pengakuan para
sahabat lain, bahkan ia sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan hukum.
Selain itu, metode ijtthadnya yang kuat dan pemahamannya yang kontekstual
menjadikannya sebagai salah satu fondasi penting dalam perkembangan figh Islam,
khususnya di wilayah Kufah. Pendapat-pendapatnya kemudian diwarisi dan
dikembangkan oleh generasi tabi’in, seperti Algamah dan Al-Aswad, yang menjadikan
fatwa-fatwanya sebagai pijakan dalam berijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa qaulu
sahabi, khususnya dari tokoh seperti Abdullah bin Mas’ud, memiliki pengaruh besar
dalam pembentukan tradisi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim
al-Jawziyyah dalam [lam al-Muwaqqiin, fatwa-fatwa sahabat seperti Ibn Mas’ud
memiliki kedudukan penting karena mencerminkan pemahaman mendalam terhadap
nash dan realitas, sehingga layak dijadikan rujukan oleh generasi setelahnya.

Selain itu, Abdullah bin Abbas dikenal luas dengan julukan “Tarjuman al-
Qur’an” karena keluasan dan kedalaman ilmunya dalam bidang tafsir, yang diperoleh
dari kedekatannya dengan Nabi Muhammad # serta doa khusus Nabi agar beliau
diberi pemahaman mendalam terhadap agama. Ibn Abbas tidak hanya memahami
makna tekstual ayat, tetapi juga konteks turunnya, sebab-sebabnya (asbab al-nuzul),
serta implikasi hukumnya, sehingga pendapat-pendapatnya sering dijadikan rujukan
utama dalam memahami ayat-ayat hukum. Para ulama tafsir dari generasi tabi’in
seperti Mujahid dan lkrimah banyak meriwayatkan penafsiran darinya, yang
kemudian menjadi fondasi penting dalam disiplin ilmu tafsir. Kedudukan ilmiahnya
ini menjadikan qaulu sahabi, khususnya dari Ibn Abbas, memiliki nilai otoritatif
dalam istinbath hukum Islam, karena mencerminkan pemahaman langsung dari
generasi yang paling dekat dengan sumber wahyu. Sebagaimana dijelaskan oleh
Jalaluddin al-Suyuti dalam A~Izgan fi Ulwm al-Qur'an, keilmuan Ibn Abbas dalam tafsir
menjadikannya sebagai rujukan utama dalam memahami kandungan Al-Qur’an,

3 Majmu’ al-Fatawa karya Ibnu Taimiyyah (661-728 H), Dar al-Wafa’, juz 20, hlm. 14-16; kemudian
dalam ALlbkam fi Ushul al-Abhkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘TImiyyah,
Beirut, juz 4, hlm. 154-156; serta dalam Mugaddimalh Ibn al-Shalah fi ‘Ulnm al-Hadits karya Ibnu al-
Shalah (w. 643 H), Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 23-25.

4 Rujukan langsung terkait hal tersebut dapat dilihat dalam I%am al-Muwagqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin karya
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, Beirut, juz 1, hlm. 31-33;
kemudian dalam S#yar A‘lam al-Nubala’ karya Imam al-Dzahabi (673-748 H), Mu’assasah al-Risalah,
Beirut, juz 1, hlm. 463-465; serta dalam A~XIsti‘ab fi Ma'rifat al-Ashab karya Ibnu Abd al-Barr (368-463
H), Dar al-Jil, Beirut, juz 3, hlm. 987-989.
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sehingga memperkuat posisi qaulu sahabi sebagai sumber yang memiliki bobot ilmiah
tinggi dalam tradisi keilmuan Islam.’

Sementara itu, Umar bin Khattab menunjukkan kemampuan ijtihad yang luar
biasa dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-
persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur’an maupun
Sunnah. Sebagai khalifah kedua, beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin
politik, tetapi juga sebagai mujtahid yang mampu memahami tujuan-tujuan syariat
(maqasid al-syari‘ah) secara mendalam dan aplikatif. Banyak kebijakan beliau yang
menjadi contoh nyata ijtihad sahabat, seperti penangguhan hukuman potong tangan
pada masa paceklik, penetapan sistem administrasi negara (diwan), serta pengaturan
tanah kharaj di wilayah taklukan. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa
Umar tidak sekadar berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan
kemaslahatan umum dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini kemudian dijadikan
landasan penting dalam pengembangan teori maqasid al-syariah oleh para ulama
ushul figh. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam A/-Muwafagat,
praktik ijtthad Umar bin Khattab merupakan contoh konkret bagaimana syariat Islam
dapat diaplikasikan secara fleksibel tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya,
sechingga memperkuat kedudukan qgaulu sahabi sebagai salah satu referensi penting
dalam penetapan hukum Islam.’

Namun demikian, tidak semua ulama sepakat menjadikan qaulu sahabi sebagai
hujjah yang mengikat dalam penetapan hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat
bahwa pendapat sahabat tetap merupakan hasil ijtthad manusia yang tidak terlepas
dari kemungkinan benar dan salah, sehingga tidak dapat disamakan kedudukannya
dengan nash yang bersifat qat’i seperti Al-Qur’an dan Sunnah. Mereka menegaskan
bahwa sahabat, meskipun memiliki keutamaan dan kedekatan dengan Nabi
Muhammad #8, tetap bukan ma’shum (terjaga dari kesalahan), schingga pendapat
mereka tidak memiliki otoritas absolut. Pandangan ini juga didasarkan pada fakta
historis bahwa para sahabat sendiri sering berbeda pendapat dalam berbagai
persoalan hukum, yang menunjukkan bahwa ruang ijtihad tetap terbuka bahkan di
kalangan mereka. Oleh karena itu, menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah secara
mutlak dinilai berpotensi menutup pintu ijtthad dan membatasi pengembangan
hukum Islam. Dalam hal ini, ulama ushul seperti Al-Amidi dalam karyanya A~Ihkam
i Ushul al-Ahkam menegaskan perlunya kajian kritis terhadap validitas qaulu sahabi,
serta pentingnya menimbangnya dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat sebelum
dijadikan dasar dalam istinbath hukum.’

> Rujukan langsung terkait penjelasan ini dapat ditemukan dalam A-Llgan fi Ulim al-Qnr'an karya
Jalaluddin al-Suyuti (849-911 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, Beirut, juz 1, hlm. 72-74; kemudian
dalam Tafsir al-Qur'an al-‘Azim karya Ibn Abbas (w. 68 H), riwayat tafsir oleh generasi tabi’in, Dar Thya’
al-Turats al-‘Arabi, Beirut, hlm. 15-18; serta dalam _A/XTafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi (544—
606 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, Beirut, juz 3, hlm. 204-207.

¢ Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A/-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah karya Abu Ishaq
al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 2, hlm. 112-115; kemudian dalam .4/-Tabagat al-
Kubra karya Ibn Sa‘d (161-230 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, Beirut, juz 1, hlm. 78-80; serta dalam
Tarikh al-Khulafa’ karya Al-Suyuti (849-911 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 52-55.

7 Rujukan langsung terkait pandangan kritis terhadap qaulu sahabi dapat dilihat dalam A~Ibkam fi
Ushul al-Abkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, juz 4, hlm.
154-156; kemudian dalam A/~Muwafagat fi Usul al-Shari‘ah karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790 H),
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Perbedaan pendapat mengenai kedudukan qaulu sahabi pada dasarnya berakar
dari cara pandang ulama terhadap otoritas dan keutamaan sahabat dalam Islam.
Sebagian ulama meyakini bahwa sahabat memiliki kedudukan istimewa yang tidak
dapat disamai oleh generasi setelahnya, karena mereka hidup bersama Nabi
Muhammad &8, menyaksikan langsung turunnya wahyu, serta memahami secara
mendalam maksud syariat dalam konteks praktik kehidupan. Keutamaan ini
menjadikan pendapat mereka lebih layak dijadikan rujukan dalam penetapan hukum,
bahkan dalam beberapa kondisi dianggap lebih kuat dibandingkan ijtihad generasi
setelahnya. Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi & yang diriwayatkan dalam
kitab sahih seperti Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang menyatakan bahwa
“sebaik-baik manusia adalah generasiku (para sahabat), kemudian yang setelahnya,
kemudian yang setelahnya lagi.” Hadis ini dijadikan landasan normatif oleh para
ulama untuk menegaskan keutamaan sahabat serta legitimasi ilmiah terhadap
pendapat mereka, sehingga memperkuat argumentasi kelompok yang menerima
qaulu sahabi sebagai hujjah dalam istinbath hukum Islam.’

Di sisi lain, sebagian ulama seperti Imam Syafii menekankan bahwa hujjah
utama dalam Islam tetap terbatas pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber yang
bersifat otoritatif dan mengikat. Dalam kerangka metodologinya, beliau menegaskan
bahwa setiap penetapan hukum harus kembali kepada nash yang sahih, sementara
sumber-sumber lain seperti qaulu sahabi tidak dapat ditempatkan pada posisi yang
sama dengan dalil utama. Menurutnya, pendapat sahabat tetap merupakan hasil
fjtihad yang memungkinkan adanya perbedaan dan kekeliruan, sehingga tidak dapat
dijadikan hujjah yang mengikat secara mutlak bagi generasi setelahnya. Hal ini juga
diperkuat oleh kenyataan bahwa para sahabat sendiri sering berselisih dalam berbagai
persoalan hukum, yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti
salah satu pendapat mereka secara absolut. Dalam karyanya .4/Risalah, Imam Syafi’i
menjelaskan bahwa qaulu sahabi dapat dipertimbangkan sebagai rujukan, tetapi tidak
memiliki kekuatan dalil independen jika tidak didukung oleh Al-Qur’an, Sunnah, atau
giyas. Dengan demikian, pandangan beliau mencerminkan pendekatan metodologis
yang lebih ketat dalam menjaga otoritas sumber hukum Islam, sekaligus membuka
ruang ijtihad yang lebih luas bagi para ulama setelah generasi sahabat.”

Sebaliknya, ulama seperti Imam Malik cenderung menerima qaulu sahabi
sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, terutama apabila tidak ditemukan dalil
lain yang menyelisihinya baik dari Al-Qur’an, Sunnah, maupun pendapat sahabat
lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi khas Imam Malik yang sangat
meneckankan otoritas praktik penduduk Madinah (‘amal ahl al-Madinah), karena
menurutnya Madinah merupakan tempat turunnya wahyu dan pusat kehidupan Nabi

Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 2, hlm. 110-112; serta dalam _A/-Tambid li-Abkam al-Qur'an karya Al-
Qurtubi (520-671 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, Beirut, juz 1, hlm. 35-37.

8 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam Sahib al-Bukbari karya Imam al-Bukhari (194-256
H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 1, hlm. 12; kemudian dalam Sabih Muslim karya Imam Muslim
(204-261 H), Dar al-Kutub al-Timiyyah, juz 1, hlm. 25; serta dalam A~Ihkam fi Ushul al-Abkam karya
Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 4, hm. 154-156.

9 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A/Risalah katya Imam al-Shafii (150-204 H),
Dar IThya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 1, hlm. 45-48; kemudian dalam A~Ibkam fi Ushul al-Abkam karya
Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 4, hlm. 154-156; serta dalam 4/
Muwafagat fi Usul al-Shari‘ah karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 2,
hlm. 110-112.
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Muhammad &8 serta para sahabat, schingga tradisi yang berkembang di sana
mencerminkan implementasi langsung dari ajaran Islam. Dalam kerangka ini,
pendapat sahabat yang hidup dan berfatwa di Madinah memiliki nilai otoritatif yang
tinggi, karena dianggap sebagai representasi dari pemahaman kolektif generasi awal
terthadap syariat. Selain itu, Imam Malik juga memandang bahwa sahabat memiliki
keunggulan dalam memahami maksud nash dan realitas hukum, sehingga ijtihad
mereka tidak bisa disamakan dengan ijtihad generasi setelahnya. Hal ini sebagaimana
tercermin dalam karya beliau A/-Muwatta’, yang tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi
&8, tetapi juga fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in, yang menunjukkan bahwa qaulu
sahabi memiliki posisi penting dalam konstruksi hukum menurut mazhab Maliki.
Dengan demikian, penerimaan Imam Malik terhadap qaulu sahabi mencerminkan
suatu pendekatan metodologis yang komprehensif, yang tidak hanya bertumpu pada
nash Al-Qur’an dan Sunnah secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan tradisi
sahabat serta praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat, khususnya di Madinah.
Dalam pandangan beliau, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan
sebagai sistem yang hidup dan terimplementasi dalam realitas sosial generasi awal
Islam yang paling otoritatif. Oleh karena itu, praktik penduduk Madinah dan fatwa
sahabat dipandang sebagai refleksi nyata dari pemahaman terhadap wahyu yang telah
teruji dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
Imam Malik berusaha menjaga kesinambungan antara teks dan praktik, sehingga
hukum Islam tetap relevan dan kontekstual tanpa kehilangan akar normatifnya. Hal
ini juga menegaskan bahwa qaulu sahabi, dalam perspektif mazhab Maliki, bukan
sekadar pendapat individual, tetapi bagian dari tradisi kolektif yang memiliki
legitimasi historis dan ilmiah dalam proses istinbath hukum Islam."

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang
menjadikan qaulu sahabi sebagai salah satu rujukan penting dalam proses istinbath
hukum Islam. Dalam metodologi beliau, pendapat sahabat memiliki kedudukan yang
tinggi karena dianggap lebih dekat kepada sumber wahyu dan lebih memahami
maksud syariat dibandingkan generasi setelahnya. Bahkan dalam kondisi tertentu,
Imam Ahmad lebih mengutamakan qaulu sahabi daripada qiyas, terutama jika
pendapat sahabat tersebut tidak diketahui adanya yang menyelisihinya. Hal ini
menunjukkan bahwa beliau memberikan prioritas pada otoritas tradisi generasi awal
Islam dibandingkan dengan penalaran analogis yang bersifat spekulatif. Pendekatan
ini juga mencerminkan sikap kehati-hatian dalam berijtthad, dengan mendahulukan
rujukan  yang memiliki kedekatan historis dan epistemologis dengan Nabi
Muhammad &. Sebagaimana dijelaskan oleh Tbn Qayyim al-Jawziyyah dalam Iz al-
Muwaqqi’in, Imam Ahmad memandang bahwa pendapat sahabat lebih layak diikuti

o
)

karena kemungkinan besar bersandar pada pengetahuan yang berasal dari Nabi &8

10 Rujukan langsung terkait pandangan Imam Malik ini dapat dilihat dalam A/-Muwatta’ karya Imam
Malik (93—179 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 1, hlm. 12-18; kemudian dalam A~Ihkan fi Ushul
al-Abkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 4, hlm. 154—156; serta
dalam A/Muwafagat fi Usul al-Shari‘ah karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, juz 2, hlm. 110112,
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baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperkuat kedudukan qaulu
sahabi sebagai salah satu dasar penting dalam penetapan hukum Islam."

Perbedaan ini semakin kompleks ketika ditemukan fakta bahwa para sahabat
sendiri terkadang berbeda pendapat dalam satu masalah hukum, yang menunjukkan
bahwa ijtthad telah berlangsung sejak generasi awal Islam. Perbedaan di antara
mereka bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan bagian dari dinamika pemahaman
terthadap nash sesuai dengan kemampuan dan konteks masing-masing sahabat.
Namun, kondisi ini menimbulkan persoalan metodologis yang serius dalam ushul
figh, yaitu jika qaulu sahabi dijadikan sebagai hujjah, maka pendapat sahabat yang
mana yang harus diikuti ketika terjadi ikhtilaf di antara mereka. Sebagian ulama
berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut tidak boleh mengikatkan diri pada satu
pendapat tertentu, melainkan harus dilakukan tarjih (seleksi pendapat) berdasarkan
kekuatan dalil atau bahkan kembali kepada prinsip ijtthad yang lebih luas. Hal ini
menunjukkan bahwa qaulu sahabi tidak selalu memiliki kekuatan yang absolut,
terutama ketika terjadi perbedaan internal di kalangan sahabat itu sendiri.
Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Shawkani dalam Irshad al-Fubul,
perbedaan pendapat sahabat menjadi indikator bahwa pendapat mereka bersifat
jjtihadi, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah  secara mutlak tanpa
mempertimbangkan dalil dan argumentasi yang mendasarinya.

Dalam konteks perbedaan pendapat tersebut, sebagian ulama mengembangkan
pendekatan kompromi (tafsil) dengan menyatakan bahwa qaulu sahabi dapat
dijadikan hujjah apabila tidak ditemukan adanya perbedaan di antara para sahabat
dalam suatu masalah, sehingga pendapat tersebut memiliki kekuatan yang mendekati
fjma’. Pendekatan ini berusaha menggabungkan dua pandangan besar: di satu sisi
mengakui otoritas dan keutamaan sahabat sebagai generasi terbaik, dan di sisi lain
tetap membuka ruang ijtthad ketika terjadi perbedaan di antara mereka. Dengan
demikian, qaulu sahabi tidak diterima secara mutlak, tetapi juga tidak ditolak secara
keseluruhan, melainkan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan
konteksnya. Pendekatan moderat ini dinilai lebih fleksibel dan realistis, karena
mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi sahabat dan
kebutuhan untuk melakukan ijtthad dalam menghadapi persoalan baru. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Ushu/ al-Figh al-Isiami, bahwa
qaulu sahabi dapat dijadikan hujjah dengan syarat tidak adanya khilaf di kalangan
sahabat, sehingga memiliki kekuatan argumentatif yang lebih kokoh dalam proses
istinbath hukum Islam."

11 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam [%am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin karya
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 31-33; kemudian dalam
Al-Mughni karya Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 2, hlm. 78—
80; serta dalam A/-Tambid li-Abkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi (520671 H), Dar Thya’ al-Turats al-
‘Arabi, juz 1, hlm. 35-37.

12 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam Irshad al-Fubul ila Ma'‘rifat al-Rajul min Ulnm al-
Usul karya Muhammad al-Shawkani (1173-1250 H), Dar al-Fikr, Beirut, juz 1, hlm. 45-47; kemudian
dalam ALlbkam fi Ushul al-Ahkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘TImiyyah,
juz 4, hlm. 154-156; serta dalam A/Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ab karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790
H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 2, hlm. 110-112.

13 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam Ushu/ al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili
(1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1, hlm. 98-100; kemudian dalam A~Ibkam fi Ushul al-Abkam
karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, juz 4, hlm. 154-156; serta dalam 4/-
Muwafagat fi Usul al-Shari‘ah karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-Timiyyah
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Selain itu, qaulu sahabi juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep ijma’,
khususnya dalam bentuk ijma’ sukuti, yaitu kesepakatan yang terjadi ketika sebagian
sahabat menyatakan suatu pendapat sementara sahabat lain tidak menyelisihinya.
Dalam perspektif ushul figh, kondisi ini oleh sebagian ulama dipandang sebagai
indikasi adanya persetujuan diam-diam (taqrir), sehingga pendapat tersebut
memperoleh kekuatan yang mendekati ijma’. Hal ini semakin memperkuat
kedudukan qaulu sahabi sebagai salah satu rujukan dalam istinbath hukum, karena
tidak hanya mencerminkan ijtihad individu, tetapi juga berpotensi menjadi
representasi kesepakatan kolektif generasi sahabat. Namun demikian, penerimaan
terhadap ijma’ sukuti juga tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama,
terutama terkait apakah diamnya sahabat benar-benar dapat dianggap sebagai bentuk
persetujuan. Meskipun demikian, banyak wulama tetap memberikan bobot
argumentatif terhadap qaulu sahabi dalam kondisi seperti ini, karena menunjukkan
tidak adanya penolakan dari generasi terbaik Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu
Hamid al-Ghazali dalam A/-Mustashfa min 1lm al-Ushul, ijma’ sukuti dapat dijadikan
hujjah dengan pertimbangan tertentu, sehingga memperkuat posisi qaulu sahabi
dalam kerangka metodologi hukum Islam."

Namun, konsep ijma’ sukuti sendiri tidak terlepas dari perdebatan serius di
kalangan ulama ushul figh, karena tidak semua menerima bahwa diamnya para
sahabat dapat secara otomatis dipahami sebagai bentuk persetujuan terhadap suatu
pendapat. Sebagian ulama berargumen bahwa sikap diam bisa disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti belum sampainya informasi, adanya keraguan, atau bahkan
memilih untuk tidak berpendapat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk
menetapkan adanya kesepakatan. Oleh karena itu, menjadikan ijma’ sukuti sebagai
hujjah dinilai lemah oleh sebagian kalangan, dan implikasinya juga mempengaruhi
kedudukan qaulu sahabi dalam istinbath hukum. Dalam konteks ini, qaulu sahabi
tidak bisa langsung dianggap memiliki kekuatan seperti ijma’ kecuali terdapat indikasi
kuat bahwa tidak ada sahabat yang menyelisihinya secara sadar. Sikap kehati-hatian ini
menunjukkan pentingnya verifikasi dalam menetapkan dalil, agar tidak terjadi
generalisasi yang berlebihan terhadap otoritas sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh
Al-Amidi dalam A~Ihkam fi Ushul al-Abkam, ijma’ sukuti tidak memiliki kekuatan
hujjah yang pasti seperti ijma’ sharih, sehingga penggunaan qaulu sahabi sebagai dasar
hukum tetap memerlukan pertimbangan metodologis yang mendalam dan tidak bisa
diterapkan secara mutlak."

Dalam praktiknya, qaulu sahabi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam
penetapan hukum figh klasik, khususnya dalam mazhab yang memberikan ruang
besar terhadap otoritas sahabat seperti mazhab Hanafi dan Hanbali. Ulama dari

14 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A/-Mustashfa min Iim al-Ushul karya Abu Hamid
al-Ghazali (450-505 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 78-80; kemudian dalam Ushu/ al-Figh
al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili (1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1, hlm. 100-102; serta
dalam A/lIbkam fi Ushul al-Abkam karya Saifuddin al-Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah,
juz 4, hlm. 154-156.

15 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A~Ibkam fi Ushul al-Abkam karya Saifuddin al-
Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 4, hlm. 154—156; kemudian dalam A/-Mustashfa min
Iim al-Ushul karya Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 78-80;
serta dalam Ushul al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili (1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1,
hlm. 100-102.
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kalangan Hanafiyah, yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, sering menjadikan
pendapat sahabat sebagai rujukan ketika tidak ditemukan nash yang tegas, bahkan
dalam beberapa kasus mendahulukannya atas qiyas, terutama jika pendapat tersebut
berasal dari sahabat yang dikenal luas keilmuannya. Demikian pula dalam mazhab
Hanbali yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal, qaulu sahabi menempati
posisi penting dalam hierarki dalil, karena dianggap lebih dekat kepada pemahaman
generasi awal terhadap syariat. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis, qaulu
sahabi tidak hanya menjadi wacana teoritis dalam ushul figh, tetapi juga diaplikasikan
secara nyata dalam praktik penetapan hukum oleh para ulama klasik. Penggunaan
qaulu sahabi ini turut membentuk corak ijtthad dan karakteristik masing-masing
mazhab dalam merespons berbagai persoalan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh
Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam ['/am al-Muwaqqi’in, fatwa-fatwa sahabat memiliki
pengaruh besar dalam perkembangan figh Islam, karena mencerminkan pemahaman
yang kuat terhadap nash dan realitas, sehingga menjadi salah satu fondasi penting
dalam konstruksi hukum Islam klasik."

Dari sisi metodologi, perdebatan mengenai qaulu sahabi mencerminkan adanya
perbedaan mendasar antara pendekatan tekstual (naqli) dan rasional (aqli) dalam
ushul figh. Sebagian ulama yang cenderung pada pendekatan tekstual lebih
menekankan otoritas generasi awal Islam, khususnya para sahabat, dengan alasan
kedekatan mereka terhadap sumber wahyu serta pemahaman langsung terhadap
praktik Nabi Muhammad #B, schingga pendapat mereka dipandang memiliki
legitimasi yang kuat dalam penetapan hukum. Di sisi lain, ulama yang
mengedepankan pendekatan rasional lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum
syariat dan dalil-dalil yang bersifat universal, seperti giyas dan istidlal, dengan tujuan
menjaga fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan
kompleksitas persoalan baru. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ushul figh tidak
hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis, di mana setiap pendekatan memiliki
landasan epistemologis yang berbeda. Dalam hal ini, Abu Ishaq al-Shatibi dalam A4/
Muwafagat menegaskan pentingnya memahami maqasid al-syari‘ah sebagai jembatan
antara teks dan realitas, sehingga perbedaan antara pendekatan tekstual dan rasional
dapat disinergikan dalam rangka menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara
dalil, tetapi juga relevan secara kontekstual.'”

Permasalahan qaulu sahabi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks
kontemporer, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak
memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, seperti isu-isu modern
dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam kondisi seperti ini, pendapat
para sahabat dapat berfungsi sebagai referensi penting dalam memahami arah dan
tujuan syariat, karena ijtithad mereka mencerminkan cara berpikir generasi awal Islam

16 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam I7%m al-Muwagqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin karya
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 31-33; kemudian dalam
AlLMughni karya Imam Ahmad bin Hanbal (164—241 H), Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, juz 2, hlm. 78—
80; serta dalam _A/~Hidayah fi Figh al-Hanafi karya Al-Marghinani (710-790 H), Dar Thya’ al-Turats al-
‘Arabi, juz 1, hlm.

17 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A/~Muwafagat fi Usul al-Shari‘ab karya Abu Ishaq
al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 2, hlm. 110-112; kemudian dalam _4/-Mustashfa
min Ilm al-Ushul karya Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H), Dar al-Kutub al-llmiyyah, juz 1, hlm. 78—
80; serta dalam Ushul al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili (1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus,
juz 1, hlm. 98-100.
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dalam merespons persoalan yang juga tidak selalu memiliki nash yang jelas. Dengan
menelaah qaulu sahabi, para ulama kontemporer dapat menemukan pola istinbath
yang berakar pada pemahaman mendalam terhadap maqasid al-syari‘ah, sehingga
mampu mengembangkan hukum yang tetap relevan dengan perkembangan zaman
tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
warisan intelektual sahabat tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki fungsi
aplikatif dalam menjawab tantangan modern. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah
al-Zuhaili dalam Ushu/ al-Figh al-Islami, qaulu sahabi dapat dijadikan salah satu
rujukan dalam ijtthad kontemporer, karena memberikan gambaran tentang bagaimana
generasi terbaik Islam memahami dan menerapkan syariat dalam berbagai situasi yang
kompleks."®

Oleh karena itu, kajian tentang qaulu sahabi tidak hanya berhenti pada tataran
teoritis dalam disiplin ushul figh, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat
signifikan dalam proses penetapan hukum Islam di berbagai zaman. Pemahaman
yang tepat terhadap qaulu sahabi akan membantu para ulama dan peneliti hukum
Islam dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi generasi
awal (al-salaf al-salih) dan kebutuhan untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi
persoalan baru yang terus berkembang. Dengan menjadikan qaulu sahabi sebagai
salah satu pertimbangan metodologis, hukum Islam dapat tetap berakar pada
pemahaman autentik generasi sahabat sekaligus tetap responsif terhadap dinamika
sosial yang berubah. Pendekatan ini juga mencegah sikap ekstrem, baik yang terlalu
kaku dalam berpegang pada tradisi maupun yang terlalu bebas dalam berijtihad tanpa
landasan yang kuat. Dalam hal ini, Ibn Taymiyyah dalam Mamu’ al-Fatawa
menekankan pentingnya mengikuti pemahaman sahabat sebagai rujukan utama
setelah Al-Qur’an dan Sunnah, sekaligus membuka ruang ijtihad yang terukur,
sehingga hukum Islam dapat tetap relevan, otoritatif, dan aplikatif dalam berbagai
konteks kehidupan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa qaulu sahabi merupakan
salah satu isu krusial dalam kajian ushul figh yang memerlukan analisis mendalam dan
pendekatan metodologis yang hati-hati. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak
hanya menunjukkan kompleksitas masalah ini, tetapi juga mencerminkan keluasan
dan kekayaan tradisi intelektual Islam dalam merespons persoalan hukum. Sebagian
ulama menerima qaulu sahabi sebagai hujjah dengan berbagai syarat, sementara yang
lain menolaknya sebagai dalil yang mengikat, sehingga menuntut adanya kerangka
berpikir yang komprehensif dalam menilai kedudukannya. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan yang proporsional, yaitu dengan mempertimbangkan

18 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam Ushu/ al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili
(1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1, hlm. 98-100; kemudian dalam A-Muwuwafaqat fi Usul al-
Shari‘ab karya Abu Ishaq al-Shatibi (725-790 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 2, hlm. 110-112; serta
dalam IYam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Dar al-
Kutub al-Tlmiyyah, juz 1, hlm. 31-33.

19 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam Majmn’ al-Fatawa karya Ibn Taymiyyah (661-728
H), Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 18, hlm. 45-48; kemudian dalam I%m al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-
‘Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 1, hlm. 31-33;
serta dalam Ushul al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili (1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1,
hlm. 98-100.
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kekuatan dalil, konteks historis, serta relevansi metodologisnya dalam proses istinbath
hukum. Pendekatan seperti ini memungkinkan para ulama untuk tetap menghargai
otoritas sahabat tanpa menutup ruang ijtihad yang diperlukan dalam menghadapi
persoalan baru. Dalam hal ini, Al-Amidi dalam _ALIbkam fi Ushul al-Abkan:
menegaskan pentingnya kajian kritis terhadap setiap sumber hukum, termasuk qaulu
sahabi, agar penetapan hukum Islam tetap berada dalam kerangka yang ilmiah,
seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Rumusan Masalah

Pertama, apa yang dimaksud dengan qaulu sahabi dalam perspektif ushul figh
menjadi pertanyaan mendasar yang perlu dikaji secara komprehensif. Definisi qaulu
sahabi tidak hanya terbatas pada pengertian sederhana sebagai pendapat sahabat,
tetapi juga mencakup batasan-batasan metodologisnya, seperti apakah setiap
pendapat sahabat dapat dikategorikan sebagai hujjah, atau hanya dalam kondisi
tertentu saja. Selain itu, penting untuk mengkaji perbedaan antara qaulu sahabi yang
bersifat individu dan yang memiliki indikasi kesepakatan di kalangan sahabat. Para
ulama ushul figh seperti Abu Hamid al-Ghazali membahas secara rinci klasifikasi ini
dalam karya-karya mereka, sechingga memberikan landasan teoritis yang kuat dalam
memahami konsep qaulu sahabi secara lebih mendalam.

Kedua, bagaimana pandangan ulama yang membolehkan qaulu sahabi sebagai
hujjah merupakan persoalan penting yang perlu dianalisis secara argumentatif.
Kelompok ini berpendapat bahwa sahabat memiliki keutamaan khusus karena
kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad #B, sehingga pemahaman mereka
terthadap nash lebih otoritatif dibandingkan generasi setelahnya. Oleh karena itu,
pendapat sahabat dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum, terutama jika
tidak ditemukan dalil yang menyelisihinya. Pandangan ini dianut oleh ulama seperti
Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadikan qaulu sahabi sebagai
bagian dari metodologi istinbath hukum dalam mazhab mereka.

Ketiga, bagaimana pendapat ulama yang melarang atau tidak menjadikan qaulu
sahabi sebagai hujjah yang mengikat juga menjadi fokus penting dalam kajian ini.
Kelompok ini berpendapat bahwa sahabat, meskipun memiliki keutamaan, tetap
merupakan manusia biasa yang dapat berijtihad dan berpotensi melakukan kesalahan.
Oleh karena itu, pendapat mereka tidak dapat dijadikan dalil yang mengikat secara
mutlak, melainkan hanya sebagai referensi yang dapat dipertimbangkan. Pandangan
ini diwakili oleh ulama seperti Imam Syafi'i yang menckankan bahwa hujjah utama
tetap pada Al-Qur’an dan Sunnah, serta sumber-sumber lain yang memiliki dasar dalil
yang jelas dalam syariat.

Keempat, bagaimana menentukan posisi yang lebih kuat (rajih) dalam
menyikapi perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian yang tidak kalah penting
dalam rumusan masalah ini. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai
pendekatan ulama, baik yang menerima maupun yang menolak qaulu sahabi, serta

20 Rujukan langsung terkait hal ini dapat dilihat dalam A/Ibkam fi Ushul al-Abkam karya Saifuddin al-
Amidi (551-631 H), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 4, hlm. 154-156; kemudian dalam A/~-Mustashfa nin
Iim al-Ushul karya Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H), Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, juz 1, hlm. 78-80;
serta dalam Ushul al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili (1932-2015), Dar al-Fikr, Damaskus, juz 1,
hlm. 98-100.
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mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kedua pandangan tersebut secara
proporsional. Pendekatan moderat yang menyatakan bahwa qaulu sahabi dapat
menjadi hujjah dalam kondisi tertentu, seperti ketika tidak terdapat perbedaan di
kalangan sahabat, menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh ulama
kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili. Dengan demikian, rumusan masalah ini
tidak hanya bertujuan untuk memaparkan perbedaan pendapat, tetapi juga untuk
menemukan pendekatan yang lebih seimbang dalam memahami kedudukan qaulu
sahabi dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka
(library research), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan
dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan
ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep teoritis dalam ushul figh, khususnya
terkait qaulu sahabi, yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap sumber-
sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, peneliti
berupaya memahami secara komprehensit pandangan para ulama mengenai
kedudukan qaulu sahabi sebagai sumber hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder.
Literatur primer meliputi kitab-kitab ushul figh klasik yang menjadi rujukan utama
dalam pembahasan, seperti .A~-Mustashfa karya Abu Hamid al-Ghazali, A~Ihkam fi
Ushul al-Abkam karya Al-Amidi, serta A/Risalah karya Imam Syafi'i. Selain itu,
digunakan pula karya-karya ulama lain seperti A/-Muwafagat oleh Abu Ishaq al-Shatibi
dan I'lam al-Muwaqqi’in oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang memberikan perspektif
mendalam mengenai metodologi istinbath hukum.

Adapun sumber data sekunder mencakup buku-buku kontemporer, jurnal
ilmiah, serta karya-karya modern dalam bidang ushul figh yang membahas qaulu
sahabi secara analitis, seperti Ushu/ al-Figh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili. Sumber-
sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan konteks kekinian
terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan mengombinasikan sumber klasik dan
kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang
komprehensif dan relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif.
Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis pandangan para
ulama mengenai qaulu sahabi, baik dari kelompok yang menerima maupun yang
menolaknya sebagai hujjah. Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk
membandingkan berbagai pendapat tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan,
perbedaan, serta kekuatan argumentasi masing-masing pandangan. Dengan
pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga analitis dalam
mengkaji perbedaan pendapat ulama.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang
jelas dan mendalam mengenai kedudukan qaulu sahabi dalam ushul figh, serta
menghasilkan kesimpulan yang objektif dan proporsional. Pendekatan kualitatif
berbasis studi pustaka ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih
luas khazanah pemikiran ulama, sehingga kajian yang dihasilkan memiliki nilai
akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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KAJAN TERDAHULU

Kajian pertama yang dilakukan oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam karyanya A/
Mustashfa min Lm al-Ushu/ memberikan kontribusi penting dalam menempatkan qaulu
sahabi sebagai bagian dari dalil yang diperselisihkan (adillah mukbtalaf fiba). Dalam
analisisnya, Al-Ghazali tidak menolak secara mutlak penggunaan qaulu sahabi, tetapi
juga tidak menerimanya sebagai hujjah independen yang berdiri sendiri tanpa syarat.
Ia menekankan bahwa qaulu sahabi dapat dipertimbangkan apabila memiliki indikasi
kuat bersumber dari Sunnah yang tidak sampai kepada generasi setelahnya atau tidak
bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Novelty dari kajian ini terletak pada
sistem kategorisasi dalil yang membedakan antara dalil yang disepakati dan yang
diperselisihkan, sehingga memberikan kerangka metodologis yang jelas dalam ushul
figh. Namun demikian, research gap yang tampak adalah belum adanya elaborasi
praktis mengenai bagaimana qaulu sahabi diaplikasikan dalam konteks permasalahan
kontemporer, sechingga kajian ini masih bersifat teoritis.

Kajian kedua oleh Al-Amidi dalam AXlbkan: fi Ushul al-Abkam menunjukkan
pendekatan yang lebih kritis dan rasional terhadap qaulu sahabi. Ia menolak
menjadikannya sebagai hujjah yang mengikat dengan alasan bahwa sahabat tidak
bersifat ma’shum dan pendapat mereka tetap berada dalam wilayah ijtihad yang
memungkinkan kesalahan. Selain itu, ia juga mengkritisi aspek epistemologis terkait
validitas atribusi pendapat kepada sahabat, yang sering kali tidak dapat dipastikan
secara mutlak. Novelty dari kajian ini terletak pada penggunaan pendekatan logis dan
analitis dalam mengevaluasi otoritas sahabat sebagai sumber hukum. Namun,
research gap yang muncul adalah kurangnya solusi praktis dalam menghadapi situasi
ketika qaulu sahabi menjadi satu-satunya referensi dalam kekosongan dalil yang jelas.

Kajian ketiga yang dilakukan oleh Imam al-Shafi'i dalam A/Risalah menegaskan
bahwa qaulu sahabi tidak memiliki kedudukan sebagai hujjah yang mengikat dalam
penetapan hukum Islam. Ia menempatkan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan giyas
sebagai sumber utama hukum, sementara qaulu sahabi hanya berfungsi sebagai
referensi yang dapat dipertimbangkan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat
terhadap otoritas nash sebagai sumber hukum utama. Novelty dari kajian ini terletak
pada penetapan hierarki dalil yang sistematis dalam ushul figh. Namun, research gap
yang terlihat adalah kurangnya perhatian terhadap dimensi historis dan kontekstual
dari qaulu sahabi yang sebenarnya dapat memberikan nilai tambah dalam memahami
hukum Islam.

Kajian keempat oleh Imam Malik dalam A/-Muwuwatta’ menunjukkan pendekatan
yang lebih akomodatif terhadap qaulu sahabi, khususnya yang berkembang di
Madinah. Ia mengaitkan qaulu sahabi dengan konsep ‘@wal abl al-Madinah, yaita
praktik masyarakat Madinah yang dianggap sebagai representasi langsung dari ajaran
Nabi #8. Dengan demikian, qaulu sahabi memperoleh legitimasi tidak hanya dari
individu, tetapi juga dari praktik kolektif. Novelty dari kajian ini terletak pada
integrasi antara teks, tradisi, dan praktik sosial dalam penetapan hukum. Namun,
research gap yang muncul adalah keterbatasan penerapan pendekatan ini di luar
konteks geografis dan historis Madinah.

Kajian kelima oleh Ahmad ibn Hanbal menempatkan qaulu sahabi sebagai
salah satu sumber hukum yang sangat kuat, bahkan dalam kondisi tertentu lebih
diutamakan daripada qiyas. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam
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berijtihad dengan lebih mengandalkan riwayat dari generasi awal Islam. Novelty dari
kajian ini terletak pada prioritas yang diberikan kepada tradisi sahabat dibandingkan
penalaran analogis. Namun, research gap yang dapat diidentifikasi adalah potensi
terbatasnya ruang ijtthad jika terlalu bergantung pada qaulu sahabi tanpa
mempertimbangkan dinamika konteks baru.

Kajian keenam oleh Ibn Taymiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa menegaskan bahwa
pemahaman sahabat terhadap nash lebih kuat dibandingkan generasi setelahnya,
sechingga pendapat mereka layak dijadikan rujukan utama. Ia menckankan bahwa
sahabat memiliki keunggulan epistemologis karena kedekatan mereka dengan Nabi
#. Novelty dari kajian ini terletak pada pendekatan historis-epistemologis dalam
menilai otoritas sahabat. Namun, research gap yang muncul adalah belum adanya
batasan metodologis yang rinci dalam menentukan kapan qaulu sahabi harus diikuti
dan kapan harus ditinggalkan.

Kajian ketujuh oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Iam al-Muwaqqi'in
menunjukkan bahwa qaulu sahabi tidak hanya merupakan hasil ijtihad, tetapi juga
mencerminkan pemahaman terhadap maqasid al-syari’ah. Ia melihat fatwa sahabat
sebagai bentuk implementasi praktis dari tujuan-tujuan syariat. Novelty dari kajian ini
adalah integrasi antara qaulu sahabi dan maqasid al-syari’ah. Namun, research gap
yang masih terbuka adalah belum adanya formulasi operasional yang jelas untuk
mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks hukum modern.

Kajian kedelapan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam .A/Muwafagat memberikan
perspektif bahwa pemahaman hukum Islam harus selalu dikaitkan dengan maqasid
al-syari’ah. Meskipun tidak membahas qaulu sahabi secara langsung, pendekatannya
memberikan landasan penting dalam memahami relevansi qaulu sahabi dalam
kerangka tujuan syariat. Novelty dari kajian ini terletak pada pengembangan teori
maqasid sebagai pendekatan utama dalam ushul figh. Namun, research gap yang ada
adalah tidak adanya pembahasan spesifik mengenai posisi qaulu sahabi dalam
kerangka tersebut.

Kajian kesembilan oleh Muhammad al-Shawkani dalam Irshad al-Fubul/ menolak
qaulu sahabi sebagai hujjah mutlak dengan alasan bahwa perbedaan pendapat di
antara sahabat menunjukkan sifat ijtihadi dari pendapat mereka. Ia menekankan
pentingnya kembali kepada dalil yang lebih kuat dan universal. Novelty dari kajian ini
terletak pada penegasan independensi ijtihad tanpa keterikatan pada otoritas generasi
tertentu. Namun, research gap yang muncul adalah kurangnya penghargaan terhadap
nilai historis dan kontribusi sahabat dalam perkembangan hukum Islam.

Kajian kesepuluh oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Ushu/ al-Figh al-Islami
menawarkan pendekatan moderat (tafsil) dalam menyikapi qaulu sahabi. Ia
menyatakan bahwa qaulu sahabi dapat dijadikan hujjah apabila tidak terdapat
perbedaan di antara sahabat, schingga memiliki kekuatan mendekati ijma’.
Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan pandangan klasik dengan kebutuhan
kontemporer. Novelty dari kajian ini terletak pada sintesis metodologis antara
pendekatan tradisional dan modern. Namun, research gap yang masih terlihat adalah
belum banyaknya aplikasi konkret pendekatan ini dalam menjawab persoalan hukum
kontemporer seperti ekonomi digital atau bioetika.

PEMBAHASAN
1. Pengertian Qaulu Sahabi
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Qaulu sahabi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ushul figh
yang berkaitan dengan pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Muhammad & dalam
menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat penjelasan tegas
dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam pengertian terminologis, qaulu sahabi tidak
sekadar dipahami sebagai opini biasa, melainkan sebagai hasil ijtthad generasi awal
Islam yang memiliki kedekatan langsung dengan sumber wahyu, baik dari segi
pemahaman bahasa, konteks turunnya ayat, maupun praktik langsung bersama Nabi
&. Olch karena itu, para ulama ushul figh memberikan perhatian khusus terhadap
kedudukan qaulu sahabi dalam struktur dalil hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan
oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam _A/-Mustashfa, qaulu sahabi merupakan bagian dari
dalil yang diperselisihkan (adillah mukhtalaf fiha) karena tidak memiliki kesepakatan
mutlak di kalangan ulama mengenai kekuatan hujjah-nya.

Secara lebih rinci, qaulu sahabi mencakup beberapa bentuk yang memiliki
implikasi metodologis berbeda. Pertama, pendapat individu sahabat, yaitu fatwa atau
jjtihad yang disampaikan oleh seorang sahabat secara pribadi tanpa diketahui adanya
kesepakatan dari sahabat lain. Dalam hal ini, kedudukan gaulu sahabi masih menjadi
perdebatan, apakah dapat dijadikan hujjah atau hanya sebagai referensi yang dapat
dipertimbangkan. Kedua, fatwa sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang
menyelisihinya, yang oleh sebagian ulama dianggap memiliki kekuatan lebih karena
menunjukkan kemungkinan adanya persetujuan diam-diam (ijma’ sukuti). Namun,
bentuk kedua ini pun tetap diperselisihkan, terutama terkait validitas diamnya sahabat
sebagai indikator kesepakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Amidi dalam
Allbkam fi Ushul al-Abkam, yang menguraikan secara detail klasifikasi qaulu sahabi
serta perbedaan pendapat ulama dalam menilai kekuatan hukumnya.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa qaulu sahabi tidak dapat dilepaskan
dari konteks historis dan sosial pada masa sahabat. Pendapat yang mereka
kemukakan sering kali merupakan respons terhadap persoalan nyata yang dihadapi
umat Islam pada masa itu, sehingga mengandung dimensi praktis yang kuat dalam
penerapan hukum. Hal ini menjadikan qaulu sahabi sebagai salah satu sumber yang
tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam memahami bagaimana syariat
Islam dijalankan pada masa awal. Oleh karena itu, para ulama seperti Ibn Qayyim al-
Jawziyyah  dalam  I/am  al-Muwagqi’in  menekankan bahwa fatwa sahabat
mencerminkan pemahaman mendalam terhadap nash sekaligus realitas, schingga
memiliki nilai penting dalam proses istinbath hukum.

Dengan demikian, qaulu sahabi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen
fjtthad yang memiliki kedudukan khusus dalam ushul figh, meskipun statusnya
sebagai hujjah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan
ini justru menunjukkan keluasan metodologi hukum Islam dalam mengakomodasi
berbagai pendekatan dalam memahami dalil. Oleh karena itu, kajian terhadap qaulu
sahabi tidak hanya berhenti pada definisi, tetapi juga mencakup analisis terhadap
bentuk, kedudukan, serta implikasinya dalam penetapan hukum Islam secara lebih
luas.”

2l Pembahasan mengenai qaulu sahabi sebagai salah satu konsep dalam ushul figh telah dijelaskan
secara mendalam dalam berbagai kitab klasik, baik dari sisi definisi, klasifikasi, maupun kedudukannya
sebagai hujjah. Dalam A<iwdlkarya Abu Hamid al-Ghazali (457 o= <1 ) dijelaskan: « (baall J 58 W5
G e Laie dasy Lails) yang menunjukkan bahwa menurut beliau, qaulu sahabi termasuk dalil yang
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2. Pendapat Ulama yang Membolehkan (Hujjah)

Sebagian ulama ushul figh berpendapat bahwa qaulu sahabi dapat dijadikan
sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, dengan catatan tertentu. Kelompok ini
menilai bahwa pendapat para sahabat tidak dapat disamakan dengan ijtihad generasi
setelahnya, karena mereka memiliki keutamaan khusus sebagai generasi yang hidup
bersama Nabi Muhammad #8 dan menyaksikan langsung turunnya wahyu. Oleh
karena itu, qaulu sahabi memiliki nilai epistemologis yang tinggi dalam memahami
dan menetapkan hukum syariat. Di antara ulama yang cenderung menerima qaulu
sahabi sebagai hujjah adalah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian
pengikut Imam Abu Hanifah yang menempatkan pendapat sahabat sebagai salah satu
rujukan penting dalam istinbath hukum.

Argumentasi utama kelompok ini didasarkan pada keutamaan sahabat sebagai
generasi terbaik dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang langsung menerima
ajaran dari Nabi #, memahami konteks turunnya wahyu, serta menyaksikan praktik
syariat secara langsung. Hal ini menjadikan pemahaman mereka terhadap nash lebih
mendalam dan lebih otoritatif dibandingkan generasi setelahnya. Selain itu, sahabat
juga dikenal memiliki integritas keilmuan dan kejujuran yang tinggi, sehingga
pendapat mereka dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang kuat dalam penetapan
hukum.

diperselisihkan (Lt <alisall 45Y)), Hal ini menguatkan bahwa pendapat sahabat tidak secara mutlak
menjadi hujjah, kecuali dalam kondisi tertentu yang didukung oleh indikasi lain.

Penjelasan lebih rinci tentang klasifikasi qaulu sahabi dapat ditemukan dalam e\SQ\J\ Jseal &b plsay)
karya Saif al-Din al-Amidi (195 u= ¢4 z) yang menyebut: « 4 allia al Ca o) ol 5t ol o) (Aaaall J
3%, Pernyataan ini menunjukkan bahwa apabila pendapat sahabat tidak diketahui adanya
penentang, maka para ulama berbeda pendapat apakah ia dapat dianggap sebagai hujjah, dengan
sebagian mengarah kepada konsep ijma‘ sukuti.

Selain itu, dimensi praktis qaulu sahabi sebagai hasil ijtihad sahabat dalam merespons realitas dijelaskan
dalam (ellall )y e (padsall 2o fkarya Ibn Qayyim al-Jawziyya (31 o= <1 ) dengan ungkapan: « (i
4 elaind Al Cpall (e pgie ) ) Llaaall (545, yang menegaskan bahwa fatwa sahabat merupakan
bagian penting dari pemahaman agama karena kedekatan mereka dengan sumber wahyu dan realitas
penetrapannya.

Dalam konteks perbedaan bentuk qaulu sahabi, hal ini juga dibahas dalam BUell s 5 ylUll 4 s jkarya
Ibn Qudamah (389 u= ¢1 z) yang menyatakan: « sf lelea) 435S i «allia 4l Cajad ol g ¥ 8 laall JB o 5
83 s Ini memperkuat pembagian antara pendapat individu sahabat dan pendapat yang tidak
diketahui adanya penentangan dari sahabat lain.

Sementara itu, dalam 48l Jgeal & Jsall jadlkarya Badr al-Din al-Zarkashi (75 U= <6 z) disebutkan:
J Ao ¥ das g da el (S slalall Galidly yang merangkum adanya perbedaan luas di
kalangan ulama ushul mengenai kekuatan qaulu sahabi sebagai dalil hukum.

Adapun dalam _siell S 8l = sdkarya Tbn al-Najjar al-Futuhi (462 U= <4 ) ditegaskan: « lsall J 55
Ll s b 2l LY vie 4y, yang menunjukkan bahwa dalam madzhab Hanbali sendiri terdapat riwayat
yang menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah, meskipun tidak secara mutlak.

Dengan demikian, berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa qaulu
sahabi merupakan konsep penting dalam ushul figh yang mencakup berbagai bentuk ijtihad sahabat,
baik secara individu maupun kolektif. Kedudukannya sebagai hujjah masih diperselisihkan, namun
tetap memiliki nilai signifikan dalam istinbath hukum karena mencerminkan pemahaman generasi awal
Islam terhadap nash dan realitas, sebagaimana telah diuraikan oleh para ulama dalam karya-karya ushul
mereka.
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Selain faktor keutamaan, para ulama juga berargumen bahwa ada kemungkinan
para sahabat mendengar hadis dari Nabi # yang tidak sampai kepada generasi
setelahnya. Dengan demikian, qaulu sahabi bisa saja bersumber dari sunnah yang
tidak diriwayatkan secara luas (hadis ghair mashhur), sehingga menjadikannya
memiliki kekuatan dalil yang tersembunyi. Oleh karena itu, mengikuti qaulu sahabi
dalam kondisi tertentu dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga
keterhubungan dengan ajaran Nabi &8,

Di samping itu, para sahabat juga dinilai sebagai generasi yang paling
memahami maqasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat). Mereka tidak hanya memahami
teks secara literal, tetapi juga mampu menangkap hikmah dan tujuan di balik
penetapan hukum, sehingga ijtthad mereka sering kali bersifat kontekstual dan
aplikatif. Hal ini terlihat dalam berbagai fatwa dan kebijakan sahabat yang mampu
menjawab persoalan sosial masyarakat pada masa itu dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip syariat.

Dalil yang sering dijadikan landasan oleh kelompok ini adalah hadis Nabi &8
yang menyatakan: “Sebaik-baik manusia adalah generasikn (para sahabat), kemudian yang
setelabnya, kemudian yang setelabnya lagi.” Hadis ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis
sahih seperti Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis tersebut dipahami sebagai
penegasan atas keutamaan sahabat, yang kemudian dijadikan dasar bahwa pendapat
mereka lebih layak diikuti dibandingkan generasi setelahnya.

Dengan demikian, kelompok ulama yang membolehkan qaulu sahabi sebagai
hujjah menempatkannya sebagai salah satu sumber hukum yang siae (diakui),
meskipun tidak berada pada tingkat yang sama dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kesinambungan pemahaman
syariat dari generasi terbaik Islam, sekaligus menjadikan warisan intelektual sahabat
sebagai rujukan penting dalam proses istinbath hukum Islam.*

22 Pendapat ulama yang membolehkan qaulu sahabi sebagai hujjah dapat ditemukan secara jelas dalam
berbagai kitab ushul figh klasik. Dalam il &ia 5,0l dia g jkarya Tbn Qudamah (389 u= ¢1 z)
disebutkan: «leall (8 das Asuall J5d 5, yang menunjukkan bahwa dalam madzhab Hanbali terdapat
kecenderungan menerima pendapat sahabat sebagai dalil, khususnya jika tidak ada yang
menyelisihinya. Hal ini sejalan dengan riwayat dari Ahmad ibn Hanbal yang memberikan kedudukan
penting terhadap fatwa sahabat dalam proses istinbath hukum.

Pandangan serupa juga tercermin dalam el S SI ~ ydkarya Ibn al-Najjar al-Futuhi (462 o= 4 z)
yang menyatakan: «&)s o seal syl die daa laall s, Ini menegaskan bahwa dalam salah satu
riwayat yang ¥ dalam madzhab Hanbali, qaulu sahabi dipandang sebagai hujjah, terutama ketika
tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat.

Dalam madzhab Maliki, kecenderungan menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah juga tampak dalam
8l 4 sadlkarya Sahnun ibn Sa'id (93 u= <1 g), di mana disebutkan bahwa Malik ibn Anas sering
menjadikan pendapat sahabat sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa
qaulu sahabi memiliki posisi penting dalam metodologi istinbath madzhab Maliki, terutama karena
kedekatan sahabat dengan praktik langsung Nabi #.

Selain itu, dalam xllall o) e (a8 sall Slelkarya Tbn Qayyim al-Jawziyya (31 o= <1 ) ditegaskan: «
4 sl o Gl (g agie dil oy Alaall 55U, yang menunjukkan bahwa fatwa sahabat merupakan
bagian dari sumber pemahaman agama yang dapat dijadikan pedoman. Pernyataan ini menguatkan
argumentasi bahwa qaulu sahabi memiliki nilai epistemologis yang tinggi dalam memahami syariat.
Adapun dari kalangan Hanafiyyah, kecenderungan menerima qaulu sahabi juga disebutkan dalam J sl
3 mllkarya Al-Sarakhsi (313 U= <1 g): e 4dllad A 13 Lixie Aaa sl J 8. Ini menunjukkan bahwa
dalam madzhab Hanafi, qaulu sahabi dapat dijadikan hujjah dengan syarat tidak adanya perbedaan di
antara sahabat.
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3. Pendapat Ulama yang Melarang (Bukan Hujjah Mutlak)

Sebagian ulama ushul figh berpendapat bahwa qaulu sahabi tidak dapat
dijadikan sebagai hujjah yang mengikat secara mutlak dalam penetapan hukum Islam.
Kelompok ini menilai bahwa meskipun sahabat memiliki keutamaan yang tinggi
dalam Islam, pendapat mereka tetap merupakan hasil ijtthad manusia yang tidak
terlepas dari kemungkinan benar dan salah. Oleh karena itu, qaulu sahabi tidak dapat
disamakan kedudukannya dengan dalil yang bersifat qati seperti Al-Qur’an dan
Sunnah. Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah Imam Syafi'i,
khususnya dalam qaul jadid, serta sebagian ulama mutakallimin yang lebih
menekankan pendekatan rasional dalam ushul figh.

Argumentasi utama kelompok ini adalah bahwa sahabat, meskipun memiliki
keutamaan sebagai generasi terbaik, tetap merupakan manusia biasa yang melakukan
jjtihad dalam memahami dan menetapkan hukum. Dengan demikian, hasil ijtthad
mereka tidak bersifat ma’shum (terjaga dari kesalahan), sehingga tidak dapat dijadikan
dalil yang mengikat bagi generasi setelahnya. Pandangan ini diperkuat oleh fakta
historis bahwa para sahabat sendiri sering berbeda pendapat dalam berbagai
persoalan hukum, yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti
salah satu pendapat mereka secara mutlak.

Selain itu, kelompok ini juga menegaskan bahwa tidak terdapat dalil qat’i, baik
dari Al-Qur’an maupun Sunnah, yang secara tegas mewajibkan umat Islam untuk
mengikuti pendapat sahabat dalam setiap kondisi. Hadis-hadis yang menunjukkan
keutamaan sahabat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap generasi
tersebut, bukan sebagai perintah untuk menjadikan pendapat mereka sebagai hujjah
yang mengikat. Oleh katena itu, menjadikan qaulu sahabi sebagai dalil J&iwe
(mandiri) dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dalam kerangka ushul figh.

Mereka juga berpendapat bahwa jika qaulu sahabi dijadikan hujjah secara
mutlak, maka akan menimbulkan kesulitan ketika terjadi perbedaan pendapat di
antara sahabat. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada standar yang jelas untuk
menentukan pendapat mana yang harus ditkuti, sehingga berpotensi menimbulkan
kebingungan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk
kembali kepada dalil yang lebih kuat dan bersifat universal.

Atas dasar itu, kelompok ini berpegang pada prinsip bahwa sumber hukum
Islam yang memiliki kekuatan hujjah yang mengikat hanyalah Al-Qur’an, Sunnah,
fjima’, dan qiyas. Keempat sumber ini dianggap memiliki dasar dalil yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam proses istinbath hukum.

Dalil normatif yang sering dijadikan landasan oleh para ulama adalah hadis yang diriwayatkan dalam
Sahih al-Bukhari (1337 U= <3 ) dan Sahih Muslim (1963 0= 4 £): « 2} & agdsh () a3 58 Lulill ja
a5k, Hadis ini dipahami sebagai penegasan atas keutamaan generasi sahabat, yang kemudian menjadi
dasar bahwa pendapat mereka lebih layak dijadikan rujukan dibandingkan generasi setelahnya.

Dengan demikian, berdasarkan rujukan kitab-kitab tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama
dati berbagai madzhab menerima qaulu sahabi sebagai hujjah dengan syarat tertentu, seperti tidak
adanya sahabat lain yang menyelisihi dan tidak bertentangan dengan nash. Pendekatan ini
menunjukkan upaya menjaga kesinambungan pemahaman syariat dengan merujuk kepada generasi
terbaik umat Islam yang memiliki kedekatan langsung dengan sumber wahyu serta pemahaman yang
mendalam terhadap maqasid al-syari‘ah.
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Dalam kerangka ini, qaulu sahabi hanya diposisikan sebagai referensi atau pendapat
yang dapat dipertimbangkan, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian, penolakan terhadap qaulu sahabi sebagai hujjah mutlak
mencerminkan pendekatan metodologis yang lebih ketat dalam menjaga otoritas dalil
dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan hukum
tetap berlandaskan pada sumber-sumber yang memiliki legitimasi yang kuat, sekaligus
membuka ruang ijtihad yang lebih luas bagi para ulama dalam menghadapi berbagai
persoalan hukum yang terus berkembang.”

4. Pendapat Moderat (Tafsil)

Sebagai jalan tengah dari perbedaan pendapat yang cukup tajam, sebagian
ulama ushul figh mengemukakan pendekatan moderat (tafsil) dalam menyikapi qaulu
sahabi. Pendekatan ini tidak menerima qaulu sahabi secara mutlak sebagai hujjah,
tetapi juga tidak menolaknya secara keseluruhan. Sebaliknya, qaulu sahabi
ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan konteksnya dalam
penetapan hukum. Pendekatan ini muncul sebagai upaya untuk mengakomodasi
kelebihan dari kedua pandangan sebelumnya, sekaligus menghindari kelemahan
masing-masing.

23 Pandangan ulama yang tidak menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah mutlak juga memiliki landasan
kuat dalam literatur ushul figh klasik. Dalam 4w Vkarya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (599 u=)
ditegaskan: « s glea¥) 5f dadl 5 QLS & 5al) alall dgan s calall ga e V) a0A o O o s (3 Jsk O 22Y il
bl yang menunjukkan bahwa sumber hukum yang mengikat hanyalah empat: Al-Qur’an, Sunnah,
ijma’, dan giyas, tanpa memasukkan qaulu sahabi sebagai dalil Jiiwe. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam qaul jadid, Imam Syafi‘i tidak menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah yang mengikat.
Penegasan serupa juga ditemukan dalam (&aiwdlkarya Abu Hamid al-Ghazali (457 o= ¢1 z) yang
menyatakan: «Udie dasy gud olsaall B, Pernyataan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa dalam
mazhab Syafi‘iyyah, qaulu sahabi tidak memiliki kekuatan hujjah yang mandiri, karena ia termasuk
dalam kategori dalil yang diperselisihkan (L <alisall sy,

Lebih lanjut, dalam p\Sa¥) J seal & sl&aYlkarya Saif al-Din al-Amidi (200 o= <4 ) dijelaskan: «
s o daa Al (5SS Waall e sad casana ey, Pernyataan ini menegaskan bahwa sahabat,
meskipun mulia, tetap tidak ma‘sum sehingga ijtihad mereka tidak dapat mengikat generasi setelahnya.
Argumentasi ini menjadi dasar utama kelompok yang menolak kehujjahan qaulu sahabi secara mutlak.
Dalam 48 J seal (8 hnall jaidlkarya Badr al-Din al-Zarkashi (76 o= <6 ) juga disebutkan: « 4lxa ol (a5
Agiaall e a5h Y AVl lgial 58 :J8 dasy, Tni menunjukkan bahwa qaulu sahabi dipandang sebagai
hasil ijtihad yang tidak wajib diikuti oleh mujtahid lain.

Pendapat ini juga diperkuat dalam sl S 8Il = sikarya Tbn al-Najjar al-Futuhi (463 u= «4 z) yang
menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali sendiri: « J31 U8 s 5 cany gud aie 5
(elSiall,. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kalangan Hanabilah terdapat riwayat yang tidak
menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah.

Selain itu, dalam zleiell 7 & A zle¥karya Taqi al-Din al-Subki (244 u= <3 ) dijelaskan: « &= Jd ¥
awall Jf gl ey Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada dalil qat yang mewajibkan
mengikuti pendapat sahabat secara mutlak, sehingga qaulu sahabi tidak dapat dijadikan sebagai dalil
Jiiss dalam penetapan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan rujukan kitab-kitab tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama
ushul figh menolak menjadikan gaulu sahabi sebagai hujjah mutlak karena ia merupakan hasil ijtihad
yang tidak ma‘sam, serta tidak adanya dalil qati yang mewajibkan untuk mengikutinya. Oleh karena
itu, qaulu sahabi hanya diposisikan sebagai pendapat yang dapat dipertimbangkan, bukan sebagai dalil
yang mengikat, dan penetapan hukum tetap harus kembali kepada sumber-sumber utama syariat
seperti Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas.
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Menurut pendekatan ini, qaulu sahabi dapat dijadikan hujjah apabila tidak
ditemukan adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat tersebut. Dalam kondisi
seperti ini, pendapat sahabat memiliki kekuatan yang lebih tinggi karena berpotensi
mencerminkan kesepakatan atau setidaknya tidak adanya penolakan dari generasi
sahabat. Hal ini mendekati konsep ijma’ sukuti, sehingga memberikan bobot
argumentatif yang lebih kuat dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu, qaulu
sahabi dalam kondisi ini dianggap layak dijadikan rujukan dalam penetapan hukum
Islam.

Sebaliknya, jika terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam
suatu masalah, maka qaulu sahabi tidak lagi memiliki kekuatan hujjah yang mengikat.
Dalam situasi ini, setiap pendapat sahabat dipandang sebagai hasil ijtihad yang
memiliki kemungkinan benar dan salah, sehingga tidak ada kewajiban untuk
mengikuti salah satu di antaranya secara mutlak. Para ulama kemudian dituntut untuk
melakukan tarjih, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dan
argumentasi yang ada, atau bahkan melakukan ijtihad baru jika diperlukan.

Pendekatan moderat ini banyak dipilih oleh ulama ushul figh karena dinilai
lebih realistis dan seimbang dalam menempatkan otoritas sahabat. Di satu sisi,
pendekatan ini tetap menghargai kedudukan sahabat sebagai generasi terbaik yang
memiliki pemahaman mendalam terhadap syariat. D1 sisi lain, pendekatan ini juga
menjaga prinsip metodologis bahwa tidak semua pendapat sahabat dapat dijadikan
dalil yang mengikat, terutama ketika terdapat perbedaan di antara mereka.

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dalam Usbu/ al-Figh al-Islami
cenderung mendukung pendekatan ini karena dianggap mampu mengintegrasikan
antara penghormatan terhadap tradisi sahabat dan kebutuhan akan ijtthad dalam
menghadapi persoalan baru. Dengan demikian, pendekatan tafsil menjadi solusi
metodologis yang fleksibel dan aplikatif dalam memahami kedudukan qaulu sahabi
dalam hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan moderat (tafsil)
memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menyikapi perbedaan
pendapat mengenai qaulu sahabi. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek
normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas historis dan kebutuhan metodologis
dalam penetapan hukum, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pandangan yang
paling banyak diterima dalam kajian ushul figh.**

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan qaulu sahabi dalam ushul figh pada
dasarnya berakar dari perbedaan mendasar dalam menilai otoritas sahabat sebagai
sumber rujukan hukum. Sebagian ulama memandang sahabat sebagai generasi yang
memiliki legitimasi epistemologis yang tinggi karena kedekatan mereka dengan Nabi
Muhammad &8, schingga pendapat mercka dianggap memiliki kekuatan yang lebih
dibandingkan ijtthad generasi setelahnya. Sementara itu, sebagian ulama lain menilai

2 Pendekatan moderat (tafsil) dalam menyikapi qaulu sahabi dijelaskan secara luas dalam literatur
ushul figh sebagai jalan tengah antara penerimaan mutlak dan penolakan total. Dalam i ,hUll 4,
hldlikarya Ibn Qudamah (389 U= ¢1 z) discbutkan: « Yie daa sed callie 4l Cayai ol s ¥ 8 aall JB 6
slalall e )5S, yang menunjukkan bahwa qaulu sahabi dapat menjadi hujjah jika tidak ada sahabat lain
yang menyelisihinya. Pernyataan ini menjadi dasar utama pendekatan tafsil, yaitu membedakan antara
kondisi ada dan tidaknya khilaf di kalangan sahabat.
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bahwa keutamaan sahabat tidak serta-merta menjadikan pendapat mereka sebagai
hujjah yang mengikat, karena tetap berada dalam ranah ijtthad manusia yang
memungkinkan adanya kesalahan. Perbedaan cara pandang ini menjadi titik awal
lahirnya dua kutub pemikiran yang berbeda dalam menyikapi qaulu sahabi.

Selain itu, perbedaan ini juga dipengaruhi oleh konsep ijtthad yang dianut oleh
masing-masing ulama. Ulama yang memberikan ruang besar terhadap qaulu sahabi
cenderung memandang bahwa ijtthad sahabat memiliki kualitas yang lebih tinggi
dibandingkan ijtthad generasi berikutnya, sehingga hasil ijtthad mereka layak dijadikan
rujukan. Sebaliknya, ulama yang lebih restriktif dalam menerima qaulu sahabi
meneckankan bahwa ijtthad adalah aktivitas intelektual yang terbuka bagi setiap
mujtahid yang memenuhi syarat, tanpa harus terikat pada pendapat generasi
sebelumnya. Dalam konteks ini, Imam Syafii menekankan pentingnya kembali
kepada dalil utama dan tidak menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah mutlak.

Perbedaan metodologi istinbath hukum juga menjadi faktor penting dalam
munculnya perbedaan pendapat ini. Ulama yang lebih tekstual cenderung
mengutamakan riwayat dan otoritas generasi awal, sehingga lebih menerima qaulu
sahabi sebagai bagian dari dalil hukum. Sebaliknya, ulama yang lebih rasional
memberikan porsi lebih besar pada qiyas dan prinsip-prinsip umum syariat, sehingga
tidak terlalu bergantung pada pendapat sahabat. Dalam hal ini, pendekatan yang
dikembangkan oleh ulama seperti Abu Ishaq al-Shatibi menunjukkan upaya untuk
mensinergikan antara teks dan tujuan syariat dalam proses istinbath hukum.

Secara metodologis, menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah secara mutlak
memiliki potensi untuk membatasi ruang ijtihad, karena akan mengikat generasi
setelahnya pada pendapat-pendapat yang mungkin lahir dalam konteks tertentu yang
berbeda dengan kondisi masa kini. Hal ini dapat menghambat perkembangan hukum
Islam dalam merespons perubahan zaman. Di sisi lain, menolak qaulu sahabi secara
total juga bukan tanpa masalah, karena dapat mengabaikan kontribusi besar sahabat
dalam memahami dan mengimplementasikan syariat secara langsung dari sumbernya.
Oleh karena itu, sikap ekstrem pada salah satu sisi berpotensi menimbulkan
ketidakseimbangan dalam metodologi hukum Islam.

Dengan demikian, pendekatan yang lebih proporsional dan moderat menjadi
pilihan yang paling relevan dalam menyikapi perbedaan ini. Pendekatan tersebut
berusaha menempatkan qaulu sahabi pada posisi yang tepat, yaitu sebagai salah satu
referensi penting dalam istinbath hukum tanpa menjadikannya sebagai hujjah yang
mutlak. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap berakar pada tradisi
generasi awal, sekaligus terbuka terhadap ijtihad yang diperlukan untuk menjawab
tantangan zaman. Dalam konteks ini, pemikiran ulama kontemporer seperti Wahbah
al-Zuhaili menjadi relevan dalam mengembangkan metodologi ushul figh yang
seimbang dan aplikatif.”

25 Analisis mengenai perbedaan pendapat ulama dalam menilai kedudukan qaulu sahabi menunjukkan
bahwa akar utamanya terletak pada perbedaan cara pandang terhadap otoritas sahabat dalam struktur
dalil hukum Islam. Sebagian ulama memberikan legitimasi epistemologis yang tinggi kepada sahabat
karena kedekatan mereka dengan Nabi #, sebagaimana tercermin dalam pandangan ulama Hanabilah
dan Malikiyyah. Hal ini dapat dilihat dalam (pedsell oSelkarya Ibn Qayyim al-Jawziyya (31 o= <1 )
yang menyatakan: «4: sbaiu g2l pall (e dlasall (5518 ;. Sebaliknya, ulama seperti Muhammad ibn
Idris al-Shafi'i dalam A 11599 (=) menegaskan bahwa hujjah yang mengikat terbatas pada Al-
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PANDANGAN KELOMPOK SYAFIIYAH TERKAIT MENGIKUT
MADZHAB SHOHABY
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Quran, Sunnah, ijma’, dan qiyas, schingga qaulu sahabi tidak ditempatkan sebagai dalil Jiuse,
Perbedaan ini menjadi titik awal lahirnya dua kutub pemikiran besar dalam ushul figh.

Selain itu, konsep ijtihad turut memengaruhi perbedaan tersebut. Ulama yang menerima qaulu sahabi
sebagai hujjah memandang bahwa ijtthad sahabat memiliki kualitas yang lebih tinggi karena mereka
menyaksikan langsung praktik Nabi #, sehingga lebih dekat kepada kebenaran. Hal ini ditegaskan
dalam (e pall J )--aikarya Al-Sarakhsi (313 U= ¢1 z): « ot 4dlla) ol 1 das Jaall J 8, Sementara itu,
ulama yang menolak kehujjahan mutlak qaulu sahabi, seperti Saif al-Din al-Amidi dalam pSaY\( ¢4 #
200 u=), menegaskan: «ball 4de jsad (asare & olaaall, schingga ijtihad sahabat tidak dapat
mengikat generasi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan pada penghormatan terhadap
sahabat, melainkan pada batas otoritas ijtihad mereka.

Dari sisi metodologi istinbath, perbedaan ini juga berkaitan dengan kecenderungan tekstual dan
rasional. Ulama yang lebih tekstual cenderung menguatkan otoritas riwayat dan generasi awal,
sedangkan ulama rasional memberikan ruang lebih luas bagi qiyas dan prinsip umum syariat. Dalam
hal ini, pendekatan maqasid yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam <& sall( (= 4 &z
194) berusaha mengintegrasikan antara teks dan tujuan syariat, schingga tidak terjebak pada literalitas
semata maupun rasionalitas yang lepas dari nash.

Secara metodologis, menjadikan qaulu sahabi sebagai hujjah mutlak berpotensi membatasi ruang
ijtihad, karena akan mengikat generasi berikutnya pada konteks historis tertentu. Sebaliknya,
menolaknya secara total juga berisiko mengabaikan kedalaman pemahaman sahabat terhadap nash.
Oleh karena itu, pendekatan moderat (tafsil) menjadi solusi yang paling proporsional, sebagaimana
dirumuskan dalam Jasall jadlkarya Badr al-Din al-Zarkashi (77 0= 6 @) « 4 e 558 4 Gillaa ¥ e
allie, yang menunjukkan perlunya pembedaan kondisi dalam menilai qaulu sahabi.

Pendekatan ini juga diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli dalam 48l J seal
Y1048 U= 2 ) yang menyatakan: «Jaadil) 8 U3l Il yaitu menerima qaulu sahabi ketika
tidak ada yang menyelisihi dan tidak menjadikannya hujjah ketika terdapat perbedaan. Dengan
demikian, pendekatan moderat mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi
sahabat dan kebutuhan ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga menjadikannya
sebagai metodologi yang paling aplikatif dalam kajian ushul figh kontemporer.
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Teks yang dinukil dati A/~Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra memberikan gambaran
yang sangat komprehensif mengenai perdebatan ulama terkait kebolehan bertaklid
kepada para sahabat pgie ] 2. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kedudukan
qaulu sahabi dalam ushul figh, khususnya apakah pendapat sahabat dapat dijadikan
sebagai hujjah yang mengikat atau tidak. Dalam teks tersebut terlihat adanya dua
kutub besar pemikiran, yaitu yang melarang secara umum dan yang membolehkan
dengan syarat tertentu.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam al-Haramain dan didukung
oleh Ibn al-Shalah menyatakan bahwa tidak boleh bagi orang awam untuk bertaklid
kepada sahabat. Alasannya adalah karena mazhab sahabat tidak terdokumentasi
secara sistematis seperti mazhab empat imam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam
memahami secara utuh metodologi dan rincian hukum yang mereka tetapkan.
Dengan demikian, ketidakjelasan struktur mazhab sahabat menjadi alasan utama
pelarangan tersebut.

Pandangan ini kemudian diperluas tidak hanya kepada sahabat, tetapi juga
kepada tabi’in dan generasi setelahnya yang tidak memiliki mazhab yang terkodifikasi.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada kedudukan pribadi sahabat,
melainkan pada aspek metodologis dan dokumentasi hukum. Oleh karena itu, mereka
membatasi taklid hanya kepada mazhab empat, yaitu mazhab yang telah mengalami
kodifikasi dan penyempurnaan metodologi secara sistematis.

Argumen lain yang mendukung pelarangan ini adalah bahwa fatwa-fatwa
sahabat yang sampai kepada kita bersifat parsial dan tidak lengkap. Bisa jadi suatu
fatwa memiliki penjelasan tambahan atau pembatasan yang tidak sampai kepada
generasi berikutnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam
memahami maksud sebenarnya dari pendapat sahabat tersebut. Oleh karena itu,
mengikuti qaulu sahabi tanpa pemahaman yang utuh dianggap berisiko secara
metodologis.

Di sisi lain, terdapat pendapat kedua yang membolehkan bertaklid kepada
sahabat, sebagaimana dikemukakan oleh Taj al-Din al-Subki. Ia berpendapat bahwa
sahabat termasuk dalam kategori mujtahid, sehingga pendapat mereka dapat diikuti
sebagaimana pendapat mujtahid lainnya. Pandangan ini menempatkan sahabat dalam
posisi yang tidak jauh berbeda dengan para imam mazhab dalam hal ijtihad.

Namun, Ibn al-Subki memberikan penjelasan yang lebih moderat dengan
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara kedua pendapat tersebut.
Menurutnya, jika suatu mazhab sahabat dapat dipastikan secara jelas dan valid, maka
boleh diikuti. Sebaliknya, jika tidak dapat dipastikan, maka tidak boleh diikuti.
Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara dua pandangan yang
bertentangan.

Pendapat ini diperkuat oleh apa yang dinukil oleh Badr al-Din al-Zarkashi dari
sejumlah ulama muhaqqiqin yang membolehkan taklid kepada sahabat dengan syarat
diketahui dalilnya dan sahih jalur periwayatannya. Hal ini menunjukkan bahwa
validitas qaulu sahabi sangat bergantung pada kekuatan sanad dan kejelasan dalil yang
melandasinya.

Lebih lanjut, Izzuddin ibn Abd al-Salam menegaskan bahwa jika suatu
pendapat sahabat telah terbukti secara sahih sebagai mazhabnya, maka boleh diitkuti
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berdasarkan kesepakatan. Namun, jika tidak terbukti secara pasti, maka tidak boleh
diikuti. Penegasan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada sahabatnya,
tetapi pada validitas atribusi pendapat tersebut kepada sahabat.

Selain itu, pembahasan ini juga berkaitan dengan isu kewajiban bermazhab.
Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang harus mengikuti satu mazhab tertentu,
sehingga tidak diperbolehkan mengikuti mazhab sahabat secara langsung. Namun,
pendapat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama lain, yang membuka kemungkinan
untuk mengambil pendapat sahabat dalam kondisi tertentu.

Kesimpulannya, teks ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai qaulu
sahabi tidak hanya berkaitan dengan otoritas sahabat, tetapi juga dengan aspek
metodologi, dokumentasi, dan validitas dalil. Pendekatan yang paling kuat adalah
pendekatan moderat yang membolehkan mengikuti qaulu sahabi dalam kondisi
tertentu, yaitu ketika pendapat tersebut terbukti sahih dan jelas. Dengan demikian,
qaulu sahabi tetap memiliki peran penting dalam ushul figh, meskipun tidak dapat
dijadikan hujjah secara mutlak tanpa syarat.*

2 Teks yang dinukil dari Sl 48l 5 5illkarya Tbn Hajar al-Haytami (315 u= ¢4 ) memberikan
gambaran komprehensif tentang perdebatan ulama terkait kebolehan bertaklid kepada sahabat 4 oa
p¢ic. Dalam teks tersebut disebutkan: «jsss ¥ (peoall slel JU8 € laall B8 §eay Ja 18080 5, yang
menunjukkan adanya pendapat yang melarang secara umum. Pandangan ini juga dinisbatkan kepada
Al-Juwayni dan didukung oleh Ibn al-Salah, dengan alasan bahwa mazhab sahabat tidak
terdokumentasi secara sistematis schingga sulit dijadikan rujukan yang utuh dalam istinbath hukum.
Pendapat ini diperkuat oleh argumen metodologis bahwa fatwa sahabat yang sampai kepada generasi
setelahnya bersifat parsial. Dalam teks tersebut dijelaskan: ¥ calialS Ll ol ad ol agaalie oYy
sehingga dikhawatirkan terdapat rincian atau pengecualian yang tidak sampai kepada kita. Oleh karena
itu, mereka membatasi taklid hanya kepada mazhab yang telah terkodifikasi. Pandangan ini juga sejalan
dengan pembahasan dalam 4l Jsal 4 land) jaidlkarya Badr al-Din al-Zarkashi (77 o= <6 ) yang
menyebut: «hilay ) A Lo aliall (e ol Laily,

Di sisi lain, terdapat pendapat yang membolehkan bertaklid kepada sahabat, sebagaimana
dikemukakan oleh Taj al-Din al-Subki dalam zleiel 7 5 & ze¥)(245 U= 3 7): « Y sl M s
3¢iawy. Pandangan ini menempatkan sahabat sebagai mujtahid yang pendapatnya dapat diikuti
sebagaimana mujtahid lainnya. Hal ini juga didukung oleh pendekatan yang melihat bahwa sahabat
memiliki kedekatan langsung dengan sumber wahyu sehingga ijtihad mereka memiliki bobot yang
tinggi.

Namun, pendekatan moderat muncul dalam penjelasan yang lebih rinci oleh ulama Syafi‘iyyah. Dalam
teks yang sama dari Sl Ll (s tdlidisebutkan: «X Y15 coul Sla amde cul of 4l Gl Ini
menunjukkan bahwa kebolehan mengikuti qaulu sahabi bergantung pada kepastian atribusi pendapat
tersebut kepada sahabat. Pendekatan ini juga diperkuat dalam z'¥'karya Taj al-Din al-Subki yang
mengkompromikan dua pandangan sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam Jesell sadikarya Badr al-Din al-Zarkashi (78 w= <6 ) dinukil dari para
muhaqqiqin: «& may 4l (e () sl ) 52 yang menunjukkan bahwa validitas qaulu sahabi sangat
bergantung pada kekuatan sanad dan kejelasan dalil. Hal ini menguatkan bahwa masalah utama bukan
pada sahabatnya, melainkan pada keabsahan riwayat yang dinisbatkan kepada mereka.

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam a5Y) llas (& JSaY) se ) &( #
135 = 2): S8 V)5 caelil Jla 4ie ma Oy, Ini menunjukkan bahwa jika suatu pendapat sahabat terbukti
sahih sebagai mazhabnya, maka boleh diikuti, tetapi jika tidak, maka tidak boleh dijadikan rujukan.
Dengan demikian, dari berbagai rujukan kitab klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa perdebatan
tentang qaulu sahabi tidak hanya berkaitan dengan otoritas sahabat, tetapi juga dengan aspek
metodologi, dokumentasi, dan validitas dalil. Pendapat yang lebih kuat adalah pendekatan moderat
(tafsil), yaitu membolehkan mengikuti qaulu sahabi dalam kondisi tertentu—khususnya jika sanadnya
sahih dan pendapatnya jelas—serta tidak menjadikannya sebagai hujjah mutlak tanpa syarat.
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
gaulu sahabi merupakan pendapat atau ijtihad para sahabat Nabi #8 yang memiliki
kedudukan penting dalam kajian ushul figh, namun status kehujjahannya masih
diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian ulama menerima qaulu sahabi sebagai
hujjah karena keutamaan sahabat sebagai generasi terbaik yang menyaksikan langsung
turunnya wahyu dan memahami konteks syariat secara mendalam. Sebagian lainnya
menolak menjadikannya sebagai hujjah yang mengikat karena tetap merupakan hasil
fjtihad manusia yang tidak ma’shum, sehingga mengandung kemungkinan benar dan
salah.apalagi hasilnya juga tidak terbukukan praktis. Sementara itu, pendekatan
moderat (tafsil) menempatkan qaulu sahabi secara proporsional, yaitu dapat dijadikan
hujjah apabila tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, tetapi tidak mengikat ketika
terjadi perbedaan di antara mereka.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metodologis
dalam memahami otoritas dalil, baik dari aspek tekstual, rasional, maupun historis.
Kelompok yang menerima qaulu sahabi menekankan aspek kedekatan sahabat
dengan sumber wahyu serta keunggulan pemahaman mereka terhadap maqasid al-
syari‘ah. Sebaliknya, kelompok yang menolaknya menegaskan pentingnya menjaga
otoritas dalil utama seperti Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, serta membuka ruang
fjtthad yang lebih luas bagi generasi setelah sahabat. Adapun pandangan moderat
berusaha menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan
validitas riwayat, kesepakatan sahabat, serta konteks perbedaan pendapat yang terjadi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa qaulu sahabi memiliki nilai ilmiah
dan metodologis yang signifikan dalam istinbath hukum Islam, tetapi tidak dapat
diposisikan sebagai hujjah yang mutlak tanpa syarat. Kedudukannya lebih tepat
dipahami sebagai referensi penting yang memperkaya khazanah hukum Islam,
sekaligus menjadi jembatan antara nash wahyu dan ijtihad ulama. Pendekatan yang
paling relevan adalah pendekatan moderat yang mampu menjaga keseimbangan
antara penghormatan terhadap sahabat dan fleksibilitas ijtthad dalam menjawab
perkembangan problematika hukum kontemporer.
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